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ABSTRAK
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELURAHAN BUKIT BATREM KECAMATAN DUMAI TIMUR
	NAMA        : TIRANI ANGGRAINI

	NIM            : 2110090811138



Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Di era otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah sebagai cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa gejala permasalahan, antara lain: (1) Masih ditemukan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem yang tidak aktif atau tidak berfungsi optimal, khususnya Karang Taruna dan UEK-SP dan (2) Masih rendah partisipasi masyarakat dalam menjalankan serta mengembangkan program, sehingga program pemberdayaan tidak berjalan optimal.
Berdasarkan gejala yang penulis kemukakan di atas maka dirumuskan permasalahan pokok: "Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai?" Tujuan penelitian untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.
Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017), terdapat 4 indikator lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kelurahan dan unsur kelembagaan kelurahan Bukit Batrem, pengambilan sampel penelitian untuk pegawai kelurahan menggunakan teknik sensus sampling dan untuk unsur kelembagaan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk mengolah dan membahas data menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan skala likert dengan jumlah sampel sebanyak 47 orang.
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur berada dalam kategori Baik dengan skor 1.338 yang berada pada interval 1.317 – 1.692. Adapun Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat yaitu adanya pengembangan bina usaha dan bina lingkungan, sementara faktor penghambat adalah masih lemahnya bina manusia dan bina kelembagaan. Dengan demikian, diperlukan upaya revitalisasi lembaga yang tidak aktif serta peningkatan kapasitas masyarakat agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.
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A. Latar Belakang Masalah
Di era otonomi daerah, ketika pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
Salah satu komponen penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi masalah, dan berkontribusi pada pembangunan secara mandiri.Pemberdayaan ini mencakup pemberian akses terhadap informasi, pendidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi yang dapat membantu masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat melibatkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat diberi peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pembangunan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian, mengurangi ketergantungan, dan memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh perlu menyentuh berbagai aspek penting kehidupan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan hidup, hingga penguatan peran lembaga sosial yang ada di tingkat lokal. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan program pemberdayaan secara berkelanjutan.
Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pembangunan nasional melalui program pengentasan kemiskinan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kapasitas ekonomi. Program ini melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat, dengan keberhasilan yang bergantung pada sinergi antaraktor, relevansi program, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Pemerintah kelurahan merupakan faktor penentu dalam pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kelurahan. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing.
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Dumai didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kelurahan. Regulasi ini menjadi pedoman bagi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota kabupaten/kota dan kecamatan.
Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hirarki. Pembentukan kelurahan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, dan peraturan walikota dumai nomor 72 tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Dumai menjelaskan bahwa kelurahan merupakan perpanjangan pemerintahan kecamatan dan bukan merupakan satuan kerja pemerintah daerah. Susunan pemerintah kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris lurah, seksi pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan seksi ketentraman ketertiban. 
Kelurahan Bukit Batrem merupakan salah satu dari lima kelurahan yang terdapat di Kecamatan Dumai timur. Wilayah Bukit Batrem merupakan basis pertanahan yang berstatus Konsesi Hak Pakai PT. CPI Dumai meliputi ±72% dari wilayah kelurahan dan hanya ±28% saja tanah yang berstatus tanah hak milik Masyarakat (Non Konsesi). Dalam era perkembangannya, karena Tingkat keramaian dan kemajuan sosial budaya Masyarakat semakin tinggi, Kelurahan Bukit Batrem dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu 15 rukun tetangga (RT).
Adapun visi Kantor Lurah Bukit Batrem yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik Melalui Pelayanan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan”
Dalam pencapaian visi yang sudah ditetapkan,harus adanya misi dalam pencapaiannya, adapun Misi Kantor Lurah Bukit Batrem:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas apparat kelurahan serta meningkatkan prima kepada masyarakat
2. Mewujudkan aparat kelurahan yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
3. Terwujudnya pemerintah yang baik (good government) dan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government)
4. Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah
Kelurahan Bukit Batrem, sebagai salah satu daerah administratif di Kota Dumai, memiliki berbagai potensi serta tantangan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, telah disusun berbagai program yang mencakup peningkatan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Program-program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Penataan, Pemberdayaan, dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan-kelurahan se-Kota Dumai, termasuk di Kelurahan Bukit Batrem, dilakukan melalui berbagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
Lembaga-lembaga tersebut menjadi penggerak utama dalam membina kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah kelurahan dan kelembagaan lokal, diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyaraka. sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:
Tabel I.1
Jenis-jenis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Jenis Lembaga Kelurahan
	Bidang Kegiatan
	Sasaran target pemberdayaan
	Status 

	1
	Karang taruna (organisasi Kepemudaan)
	· Memberikan penyuluhan keamanan bagi lingkungan sekitar
· Bakti sosial 
	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial
	Tidak aktif

	2
	Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)
	· Pinjaman modal usaha mikro dan kecil
	Memperkuat ekonomi masyarakat melalui permodalan
	Tidak aktif

	3
	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
	· Wirid
· Sosialisasi kesehatan keluarga
	Meningkatkan kesadaran keluarga dalam kesehatan dan spiritual
	Aktif 

	4
	Posyandu (Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak)
	· Pemeriksaan balita & ibu hamil
· Imunisasi
· Edukasi gizi dan kesehatan
	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
	Aktif

	5
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
	· Sosialisasi program kelurahan 
· musrenbang
	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penghimpunan dan penggalangan swadaya
	
Aktif

	6
	Rukun Tetangga (RT) & Rukun Warga (RW)
	· Kegiatan                keamanan lingkungan
· Pendataan warga
· Mediasi warga
	Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

	Aktif


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur 
Berdasarkan Tabel I.1, terlihat bahwa sebagian besar lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Batrem masih aktif menjalankan fungsinya, terutama lembaga seperti PKK, Posyandu, LPMK, dan RT/RW. Namun demikian, terdapat pula lembaga yang tidak aktif, seperti Karang Taruna dan UEK, yang menunjukkan perlunya revitalisasi agar dapat kembali berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Kondisi ketidakaktifan dua lembaga penting ini dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi kelurahan. Untuk Karang Taruna, berdasarkan data dari arsip kelurahan, organisasi ini memiliki SK Lurah Bukit Batrem Nomor 15 Tahun 2020 dengan masa berlaku 2020-2023 yang kini telah berakhir. Organisasi yang memiliki 25 orang anggota terdaftar ini terakhir kali aktif pada tahun 2020 dengan kegiatan terakhir berupa bakti sosial COVID-19 pada Maret 2020. Akibat ketidakaktifan ini, program penyuluhan keamanan lingkungan, bakti sosial rutin, dan kegiatan kepemudaan terhenti, sehingga 25 pemuda tidak terlibat dalam kegiatan pemberdayaan.
Sementara itu, UEK-SP yang mulai tidak aktif sejak tahun 2021 mengalami permasalahan serius dalam operasionalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan, program ini menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan akibat banyaknya nasabah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman. Hal ini menyebabkan terhentinya aktivitas penyaluran kredit dan berdampak pada hilangnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah tersebut. Kondisi ini mempengaruhi keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu pilar penting dalam peningkatan kesejahteraan warga.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem dilakukan melalui berbagai bidang. Adapun bentuk -bentuk pemberdayaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel I.2
Bentuk - bentuk Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	A. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

	Jenis Kegiatan
	Target
	Sumber Dana
	Bentuk Pemberdayaan

	Pelatihan dan Pembinaan PKK
	35 orang anggota PKK
	Dana Transfer Umum - DAU
	Pengadaan seragam dan peralatan kerja

	Revitalisasi & Pembinaan Posyandu
	2 unit Posyandu
	Dana Transfer Umum - DAU
	Rehabilitasi gedung dan pengadaan seragam

	Penguatan Kapasitas RT & LPMK
	32 orang pengurus RT dan LPMK
	Dana Transfer Umum - DAU
	Pengadaan seragam lapangan dan peralatan kerja

	B. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kebersihan

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebersihan Lingkungan
	30 orang petugas
	Dana Transfer Umum - DAU
	Pengadaan pakaian lapangan, alat kebersihan (sapu, garuk plastik dan besi)

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Perawatan RTH
	16 orang operator RT
	Dana Transfer Umum - DAU
	Mesin rumput, helm safety, celemek, sepatu boot, alat kerja

	C. Pemberdayaan Infrastruktur Kelurahan

	Pemberdayaan dalam Pemeliharaan Jalan Lingkungan
	10 lokasi jalan lingkungan
	Dana Transfer Umum - DAU
	Jl. Perjuangan, JL.Keluarg, Jl. Pendowo,  Jl. Sejahtera, Jl. Swadaya (RT.001, RT.003, RT.004)

	D. Pemberdayaan Sarana Prasarana Kelurahan

	Pengadaan Peralatan Kantor
	-
	Dana Transfer Umum - DAU
	Kursi plastik (150 buah), meja lipat (10 unit), lemari arsip posyandu (5 unit), tenda pesta (6 unit)

	Pelatihan dan Kegiatan Pemberdayaan Berkelanjutan
	12 bulan kegiatan
	Dana Transfer Umum - DAU
	Kegiatan pemberdayaan rutin masyarakat


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Berdasarkan Tabel I.2 di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem mencakup berbagai bidang, mulai dari penguatan organisasi kemasyarakatan, kebersihan lingkungan, infrastruktur jalan, hingga penyediaan sarana dan prasarana kelurahan. Setiap kegiatan telah dirancang dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan.
Untuk meningkatkan kualitas hidup, Kelurahan Bukit Batrem melaksanakan berbagai program pemberdayaan bersama instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Tingkat realisasi program berbeda-beda tergantung partisipasi masyarakat dan dukungan mitra, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:
Tabel I.3
Program Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	Kegiatan
	Kegiatan Utama
	Sasaran
	Realisasi
	Mitra/Pihak Terkait

	Pemberdayaan Ekonomi
	pelatihan kewirausahaan
	Ibu rumah tangga, UMKM
	70%
	PKK, UMKM Lokal

	
Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana

	pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil
	Anak balita, ibu hamil
	70%
	TP PKK, Dinkes

	KWT Giat Rukun
	Pembinaan, panen kebun, evaluasi dari BKSDA
	Kelompok Wanita Tani (KWT)
	70%
	BKSDA Dumai PKK

	Peduli Lingkungan
	Penanaman pohon, gotong royong
	Masyarakat umum
	70%
	KPU, Polsek Dumai Timur

	Kegiatan Posyandu Lansia & Posbindu
	Senam Taichi, pemeriksaan kesehatan berkala
	Lansia
	60%
	Posyandu, PKK, kader kesehatan

	Program Desa Cantik
	Statistik & Literasi Data,Pelatihan statistik untuk aparatur kelurahan

	Perangkat kelurahan & warga
	50%
	BPS Kota Dumai


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Berdasarkan Tabel I.3, Kelurahan Bukit Batrem telah melaksanakan tujuh program pemberdayaan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, kelompok tani, serta literasi data. Di bidang ekonomi, terdapat pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dengan tingkat realisasi 70%. Pada bidang kesehatan, terdapat tiga program, yaitu Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil, 70%), serta Posyandu Lansia & Posbindu (senam taichi dan pemeriksaan kesehatan berkala, 60%).
Di bidang kelompok masyarakat, KWT Giat Rukun melaksanakan pembinaan, panen kebun, dan evaluasi bersama BKSDA dengan realisasi 70%. Pada bidang lingkungan, Peduli Lingkungan melalui penanaman pohon dan gotong royong juga tercapai 70%. Sementara itu, Program Desa Cantik dari BPS yang berfokus pada statistik dan literasi data menjadi program dengan realisasi terendah, yakni 50%.
Meskipun program telah berjalan, partisipasi masyarakat belum optimal dengan 30–50% sasaran belum terlibat. Pemuda menunjukkan partisipasi terendah akibat tidak aktifnya Karang Taruna, sementara ibu rumah tangga dan masyarakat paruh baya lebih antusias dalam PKK, Posyandu, dan KWT. Dari sisi gender, perempuan lebih dominan dibanding laki-laki yang umumnya hanya aktif pada kegiatan RT/RW dan keamanan lingkungan.
Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan beberapa faktor utama penyebab rendahnya partisipasi, yaitu kesibukan warga bekerja, kurangnya sosialisasi program, jadwal kegiatan yang sering bertepatan dengan jam kerja, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat program.
Berbagai kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bukit Batrem merupakan hasil kolaborasi pemerintah kelurahan dengan PKK, Dinas Kesehatan, BPS, dan organisasi masyarakat lain, yang mencerminkan dukungan nyata pemerintah daerah. Namun, kontribusi UEK-SP dan Karang Taruna belum terlihat karena ketidakaktifan keduanya, sehingga menjadi tantangan serius. Selain itu, partisipasi masyarakat masih rendah, terutama di kalangan pemuda.
Mengingat pentingnya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Dumai maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan  Dumai Timur”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belajang tersebut diatas,ada beberapa gejala masalah yang mengarah kepada penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut yaitu:
a. Masih ditemukan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem yang tidak aktif atau tidak berfungsi optimal, khususnya Karang Taruna dan UEK-SP.
b. Masih rendah partisipasi masyarakat dalam menjalankan serta mengembangkan program, sehingga program pemberdayaan tidak berjalan optimal
Berdasarkan gejala-gejala masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini  “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Pada Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai  Timur.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem  Kecamatan Dumai Timur.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
b. Untuk menambah wawasan penulis tentang pemberdayaan masyarakat Pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama
BAB II

TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
Dari latar belakang masalah penelitian di atas,dalam membahas suatu masalah diperlukan berbagai landasan teoritis untuk mengetahui kebenarannya. untuk membahas masalah mengenai pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu mengetahui teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:
Pemberdayaan berasal dari kata "daya," yang berarti kekuatan, dan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris empowerment. Secara umum, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang masih lemah dan belum mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tanggung jawab untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang kurang mampu atau tidak berdaya memang berada pada pemerintah. Namun, agar program pemberdayaan berhasil, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi sasaran, dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemberdayaan.(Pathilaiya et al., 2022)
Menurut Parsons (1994) mengatakan pemberdayaan adalah ketika seseorang memperoleh kemampuan, pengetahuan, dan kekuatan yang diperlukan untuk mempengaruhi kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Kemampuan untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan rakyat didefinisikan sebagai kekuasaan dalam politik. Dengan membangun sistem demokrasi, kekuasaan politik harus dibatasi. (Rahman, 2021)

Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk perekonomian dan membawa kesejahteraan.(Putra & Nangameka, 2018) 
Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra (2006) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.(Margayaningsih, 2018)
Menurut Chamber (1995) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah ide tentang pembanguan ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip masyarakat untuk membangun paradigma pembangunan baru yang berpusat pada orang, terlibat, memberikan kekuatan, dan berkelanjutan. Selanjutnya Chamber menjelaskan bahwa gagasan pembangunan berdasarkan model pemberdayaan masyarakat melibatkan pencarian alternatif pertumbuhan ekonomi lokal daripada hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.(Munawar, 2011)
Britha, Mikkelsen (2011) pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita. (Afriansyah, 2023)
Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan mencakup berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan, yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesempatan dalam pembangunan.
Tujuan dari pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebuut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.
Sementara itu, Haris (2014) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada tiga tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Kebebasan, agar individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri.
2. Kedudukan, yaitu mengarahkan pemberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan, ketidakberdayaan, dan berbagai bentuk keterbelakangan.
3. Kesejahteraan, yaitu menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian bagi warga agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dengan demikian, setiap upaya pemberdayaan tidak menjadikan masyarakat bergantung pada bantuan eksternal, tetapi justru mendorong mereka untuk menikmati hasil usahanya sendiri dan hidup secara mandiri.
Aspek penting dalam suatu program pemperdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Di bangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.
Pendekatan strategis untuk pembangunan yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat berpusat pada meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Untuk pemberdayaan berhasil, banyak hal penting yang harus diperhatikan. terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek ini tidak hanya menjadi panduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. berikut ini Aspek Penting dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
a. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building)
b. Partisipasi Aktif
c. Akses terhadap Sumber Daya
d. Kemandirian
e. Penguatan Kelembagaan Lokal
Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek di atas, program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Aspek-aspek ini juga menjadi alat evaluasi untuk menilai sejauh mana sebuah program pemberdayaan berhasil meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.
Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.
Dalam kerangka ini, Noor (2011) mengemukankan bahwa: Upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek, yakni: 
1. Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang
2. Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, dan; 
3. Rotecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social.
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi keberhasilannya, karena telah dikaji sesuai dengan kebutuhannya. Soedijanto dalam Mardikanto (2017) menguraikan beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain: (Munawar, 2011)
1. Kesukarelaan, yaitu keterlibatan individu dalam kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada kesadaran dan motivasi pribadi untuk memperbaiki serta menyelesaikan masalah hidupnya, tanpa adanya paksaan.
2. Otonomi, yakni kemampuan individu, kelompok, atau lembaga untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pihak lain.
3. Keswadayaan, yaitu kapasitas untuk merancang dan menjalankan kegiatan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab tanpa bergantung pada dukungan eksternal.
4. Partisipatif, yaitu keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pemanfaatan hasil kegiatan.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pihak dalam posisi setara tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.
6. Demokratis, yang menjamin setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta menghormati perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan.
7. Keterbukaan, yang didasarkan pada kejujuran, rasa saling percaya, dan kepedulian antara semua pihak.
8. Kebersamaan, yang menekankan pentingnya solidaritas, saling membantu, dan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pemberdayaan.
9. Akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa setiap proses dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapa pun.
10. Desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat universal. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan, baik oleh individu maupun lembaga, seperti pemimpin desa atau pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hasil pemberdayaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Person (1994), pemberdayaan merupakan proses yang bertujuan agar setiap individu memiliki kekuatan yang cukup dalam menjalani kehidupannya. Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sering kali sulit dibedakan dari pembangunan masyarakat (community development) karena keduanya memiliki makna yang tumpang tindih dalam penggunaannya. Pemberdayaan menekankan pada upaya agar individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kewenangan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya sendiri serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.(Asiva Noor Rachmayani, 2015)
Dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat (community empowerment) dan pembangunan masyarakat (community development) merujuk pada upaya yang sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengontrol serta memengaruhi berbagai peristiwa dan lembaga yang berdampak pada kehidupan mereka.
Dalam prosesnya pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pemanfaatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya dimasa datang. Selain itu, proses pemberdayaan masyarakat juga diarahkan terhadap pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
Berdasarkan hal itu, Suhendra (2006) menetapkan indikator masyarakat yang berdaya adalah: (Suaib, n.d.)
1. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata serta sumber-sumber yang ada di masyarakat
2. Dapat menjalankan "bottom up planning"
3. Kemampuan dan aktivitas ekonomi
4. Mampu menyiapkan hari depan keluarga
5. Mampu menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa tekanan
Wahjudin (2004) pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggara pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penentapan kebijakan, program, dan kegiatan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan hidup masyarakat.(Pesawaran, 2021)
Selanjutnya mengenai lingkup pemberdayaan masyarakat, Mardikanto (2017) merumuskan bahwa: Terdapat tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. 
Terhadap rumusan ini, Mardikanto (2017) menambahkan bahwa: Pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.
1. Bina Manusia
Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. 
2. Bina Usaha 
Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. 
3. Bina Lingkungan
Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. 
4. Bina Kelembagaan 
kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, Komponen person,Komponen kepentingan, komponen aturan, dan Komponen Struktur.
Berdasarkan pembahasan tersebut, konsep Tri Bina menjadi aspek fundamental dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, proses pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam tiga tahap utama, yaitu:
1. Pra-pemberdayaan, yaitu tahap awal yang bertujuan menciptakan lingkungan interaksi yang kondusif, sehingga masyarakat merasa percaya diri dan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan.
2. Pelaksanaan pemberdayaan, yaitu tahap di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek pembangunan yang sejajar dengan pemangku kepentingan lainnya.
3. Pasca-pemberdayaan, yaitu tahap yang memungkinkan masyarakat untuk terus berkembang secara mandiri meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lainnya telah berakShir akibat keterbatasan waktu, anggaran, dan kegiatan.
Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung.
B. Operasional Variabel Penelitian 
Untuk membahas serta menjadi pedoman penganalisaan,maka penulis akan memberikan suatu konsep operasional agar arah dan tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut adalah :
1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis adalah sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep teori terhadap sesuatu yang dilakukan pengujiannya dilakukan secara empiris yaitu langsung mengenai hubungan antara konsep dengan tindakan yang dilakukan.
2. Pemberdayaan 
Yang dimaksud pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan individu maupun kelompok melalui berbagai upaya, seperti edukasi, pelatihan, serta peningkatan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan.
3. Masyarakat
Yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang yang menetap dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki sistem sosial, norma, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan mereka secara bersama-sama.
4. Pemberdayaan masyarakat
Yang  dimaksud Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya, menyelesaikan permasalahan, serta berpartisipasi dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
5. Kantor Lurah Bukit Batrem Kota Dumai
Merupakan tempat pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam proses pelayanan publik di masyarakat. Guna memenuhi berbagai kebutuhan akan masyarakat.
Untuk mempermudah dan memperjelas konsep penelitian ini, maka penulis perlu mengoperasionalkan variable yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, adapun indikator penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bina Manusia
yang di maksud dengan bina manusia dalam pemberdayaan masyaraka adalah usaha yang dilakukan pemerintah kelurahan untuk melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kerja, pendampingan usaha, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penyuluhan kesehatan agar masyarakat lebih mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. untuk melihat pelaksanaaan pengembangan kapasitas manusia dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kemandirian
b. Adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan kelurahan
c. Adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan
2. Bina Usaha
Yang di maksud dengan bina manusia dalam pemberdayaan masyaraka adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM), kewirausahaan, serta akses permodalan. Pemerintah kelurahan sering mengadakan pelatihan bisnis, memberikan bantuan modal usaha, dan mendukung pemasaran produk lokal agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran. untuk melihat pelaksanaaan pengembangan kapasitas usaha dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pelatihan dan pembinaan usaha bagi UMKM masyarakat kelurahan
b. Adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga
c. Adanya dukungan permodalan usaha melalui Usaha Ekonomi Kelurahan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat
3. Bina Lingkungan
Yang di maksud dengan bina lingkungan dalam pemberdayaan masyaraka adalah usaha yang dilakukan untuk penataan dan pemeliharaan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Program ini meliputi pengelolaan sampah, penghijauan, perbaikan infrastruktur, serta edukasi terkait kelestarian lingkungan. Dengan adanya Bina Lingkungan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih sehat dan mendukung aktivitas sosial serta ekonomi mereka. untuk melihat pelaksanaaan pengembangan kapasitas usaha dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kelurahan
b. Adanya kegiatan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam melestarikan dan memelihara lingkungan
c. Adanya penyediaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan seperti TPS, angkutan sampah dan pemeliharaan jalan yang  memadai untuk kebutuhan masyarakat
4. Bina Lembaga
Yang di maksud dengan bina lingkungan dalam pemberdayaan masyaraka adalah usaha untuk memperkuat organisasi dan lembaga di masyarakat seperti RT/RW, kelompok usaha, dan organisasi sosial agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Program ini melibatkan pelatihan administrasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan, serta kerja fsama antar lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. untuk melihat pelaksanaaan pengembangan kapasitas lembaga dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator sebagai berikut :
a. Adanya kejelasan tugas, fungsi, dan kompetensi anggota lembaga masyarakat dalam melaksanakan peran kelembagaan.
b. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat
c. Adanya aktivitas dan keberfungsian lembaga kemasyarakatan di kelurahan secara optimal
Untuk mengukur analisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bukit Batrem Dumai Timur kota Dumai tersebut diatas maka penulis menetapkan alat pengukuran sebagai berikut:
1. Baik			 diberi skor	: 3
2. Cukup Baik          	 diberi skor	: 2

3. Tidak Baik            	 diberi skor	: 
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Lurah Bukit Kantor Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang beralamat di Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur.,Kota Dumai.
Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Kantor Lurah Bukit Batrem merupakan salah satu kelurahan yang aktif dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kelurahan ini memiliki berbagai potensi dalam aspek sosial dan ekonomi.
Namun masih ditemukan permasalahan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan program, seperti pada Karang Taruna dan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP) yang tidak lagi aktif. Kondisi ini menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan optimal, sehingga relevan untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan program serta mencari solusi yang tepat.
B. Populasi dan Sampel
Populasi menurut Sugiyono (2017) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kelurahan dan unsur kelembagaan kelurahan Bukit Batrem. 
Sedangkan Sampel menurut Sugiyono (2017) adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dalam penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah pegawai kelurahan dan unsur kelembagaan Kelurahan Bukit Batrem yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan masyarakat. Sampel mencakup pegawai kelurahan, pengurus atau mantan pengurus Karang Taruna, pengelola atau mantan pengelola UEK-SP, LPMK, Tim Penggerak PKK, dan kader Posyandu, karena mereka memiliki peran penting dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem.
Teknik pengambilan sampel untuk pegawai digunakan Sensus Sampling atau Sampling Jenuh. Sugiyono (2017) yaitu seluruh pegawai dijadikan sampel karena jumlahnya yang relatif kecil. Sedangkan untuk Unsur Kelembagaan Kelurahan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. 
Menurut Arikunto (2010) Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Dalam hal ini, yang dipilih adalah unsur kelembagaan dan masyarakat yang dianggap relevan, aktif, dan memiliki pengalaman dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pelaksanaan program pemberdayaan di lingkungan kelurahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.1
Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat di lihat melalui tabel berikut:
		Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian
	No
	Sub Populasi
	Populasi
(Orang)
	Sampel
(Orang)
	Persentase

	1
	Pegawai Kelurahan
	
	
	

	
	a. Lurah
	1
	1
	100%

	
	b. Sekretaris Lurah
	1
	1
	100%

	
	c. Kasi Trantib
	1
	1
	100%

	
	d. Kasi Pm dan Kessos
	1
	1
	100%

	
	e. Kasi Pemerintahan
	1
	1
	100%

	
	f. Pengadministrasi Umum
	3
	3
	100%

	
	g. TKPK
	2
	2
	100%

	
	Jumlah
	10
	10
	

	2
	Unsur kelembagaan kelurahan
	
	
	

	
	a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)
	
12
	
5
	
-

	
	b. Rukun Tetangga (RT)
	15
	5
	-

	
	c. Kader PKK
	37
	5
	-

	
	d. Kader Posyandu
	25
	5
	-

	
	e. Karang Taruna
	1
	1
	-

	
	f. Pengelola UEK SP
	1
	1
	-

	
	g. Masyarakat (KK)
	2.942
	15
	-

	
	Jumlah
	3.033
	37
	

	
	Jumlah keseluruhan 
	3.043
	47
	


Sumber : Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Berdasarkan Tabel III.1, penentuan sampel untuk unsur kelembagaan terdiri dari LPMK, RT, kader PKK, kader Posyandu, pengurus atau mantan pengurus Karang Taruna, serta pengelola atau mantan pengelola UEK-SP. Meskipun Karang Taruna dan UEK-SP diketahui sudah tidak aktif sejak tahun 2024, keterlibatan pengurus atau mantan pengurus tetap diperlukan sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan program sebelumnya serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakaktifan program tersebut.
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 15 orang masyarakat yang berdomisili di kawasan sekitar kantor Kelurahan Bukit Batrem, dimana unsur kelembagaan yang terpilih sudah mewakili masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Pertimbangan pemilihan responden didasarkan pada posisi mereka sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari program-program yang dijalankan oleh kelurahan.
Keterlibatan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan serta tingkat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pemberdayaan di lingkungan Kelurahan Bukit Batrem.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Menurut Suwadji (2012), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Jenis data ini dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pihak atau organisasi yang menggunakannya. Data primer juga merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, yang terdiri dari sebagai berikut: 
a. Bina manusia
b. Bina Usaha
c. Bina Lingkungan
d. Bina Lembaga
2. Data Sekunder
Menurut Suwadji (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi,untuk melengkapi materi peneliti ini antara lain: 
a. Sejarah Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai
b. Keadaaan dan komposisi pegawai dan honorer Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai
c. Struktur organisasi Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai 
d. Tugas pokok dan fungsi pada Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai
e. Sarana dan prasarana pada Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi 
Menurut Creswell (2014) Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dalam konteks aslinya, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang proses dan interaksi yang terjadi dalam kegiatan yang sedang diteliti
2. Wawancara (interview)
Menurut Sugiyono (2012) Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam
3. Kuesioner (Angket)
Menurut Riduwan (2015) Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian.
4. Dokumentasi
Menurut Sugiono  (2013) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti catatan, dokumen, arsip, maupun laporan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai sumber data untuk memperkuat hasil penelitian.
E. Analisis Data
Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses mengorganisasikan data, mengurutkannya ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif agar dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data yang dilakukan melalui pengelompokan dan tabulasi data berdasarkan variabel penelitian. Penulis menggunakan skala likert, di mana setiap item pertanyaan diberi skor sebagai bentuk pengukuran terhadap sikap dan persepsi responden.
Menurut Sugiyono (2017), skala likert adalah skala yang  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap objek penelitian, dengan memberikan bobot angka pada setiap kategori jawaban. 
Penulis menggunakan skala likert dimana setiap item jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor, maka penilaian jawaban kuesioner (angket) dikategorikan dalam tiga skor yaitu Baik = 3 skor, Cukup Baik = 2 skor, Tidak Baik = 1 skor
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh (Lind et al., 2014). Maka langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah.
a. Skor tertinggi   = 3 × 3 × 47 = 423
b. Skor terendah  = 1 × 3 × 47 = 141
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasatkan perhitungan berikut :
Selanjutnya menentukan interval kelas (I) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Lind et al., 2014) yaitu:

Dimana :
I     =  Interval
H    =  Nilai Data Tertinggi
L    =  Nilai Data Terendah
K    =  Jumlah Kelas 
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
    
    
    
    
Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan kategori skor sebagai berikut :
	Kategori Interval
	Skor

	Baik
	330 - 423

	Cukup Baik
	236 - 329

	Tidak Baik
	141 - 235



2. Pengukuran Variabel Penelitian

Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 47 orang, total pertanyaan yang akan diajukan untuk mengetahui variabel penelitian adalah sebanyak 12 pertanyaan yang diperoleh dari 3 sub indikator untuk 4 indikator penelitian yang diteliti. Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan skor terendah untuk variabel penelitian sebagai berikut:
a. Skor tertinggi   = 3 × 12 × 47 = 1.692
b. Skor terendah  = 1 × 12 × 47 = 564
Selanjutnya menentukan interval kelas (I) menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Lind et al., 2014) yaitu:

Dimana :
I     =  Interval
H   =  Nilai Data Tertinggi
L    =  Nilai Data Terendah
K   =  Jumlah Kelas 
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
  
 
 
 

Dalam penentuan kategori penilaian seluruh indikator, maka skala intervalnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
	Kategori Interval
	Skor

	Baik
	1.317 – 1.692

	Cukup Baik
	941  – 1.316

	Tidak Baik
	564 – 940


Dalam membahas hasil jawaban responden, selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie dan Garis Kontinum.

BAB IV
GAMBARAN UMUM  KANTOR LURAH BUKIT BATREM
A. Sejarah Berdirinya Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
Kelurahan Bukit Batrem merupakan salah satu dari 5 (lima) kelurahan yang terdapat di kecamatan Dumai Timur. Kelurahan Bukit Batrem telah mengalami proses perjalanan yang sangat Panjang dimana dahulunya Kelurahan Bukit Batrem merupakan RW dalam wilayah Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kabupaten Bengkalis. 
Sehubungan dengan perubahan status pemerintah dan terbentuknya wilayah Kecematan Dumai Timur pada tahun 2001, maka status kepenghuluan Jaya Mukti dipersiapkan dan dimekarkan untuk menjadi Pemerintah Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Administratif Dumai. 
Lurah Bukit Batrem telah berganti sebanyak 9 (sembilan) kali. Nama Pimpinan dan Masa Jabatan Kepala Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:
Tabel 	IV.1
Nama Pimpinan dan Masa Jabatan
Kepala Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai timur
	No
	Nama
	Tahun Menjabat
	Masa Jabatan (Tahun)

	1
	M. THOHA, S.Sos
	2001– 2003
	1 Tahun

	2
	M. NUR NURZA
	2003 – 2004
	2 Tahun

	3
	Drs. ALMUDASIR, M.Si
	2004 – 2005
	1 Tahun

	4
	H. YULIZAR, S.Sos
	2005 – 2008
	3 Tahun

	5
	HAFTAN, Sm. Hk
	2008 – 2011
	2 Tahun

	6
	AMIRI, S.Sos
	2011 – 2013
	2 Tahun

	7
	NURWANSYAH
	2013 – 2017
	4 Tahun

	8
	SYAFRUDIN, S.Sos,.M.Si
	2017 – 2021
	4 Tahun

	9
	WAN MERI HARTATI, S.Sos
	2021 - 
	Sekarang


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan, bahwa  kepemimpinan Lurah Bukit Batrem yang dimulai sejak tahun 2001 sampai saat ini telah dipimpin oleh 9 (Sembilan) orang yang nama dan masa jabatannya seperti terlihat di tabel, dimana sekarang ini Kepala Kelurahan Bukit Batrem dipimpin oleh Wan Meri Hartati, S.Sos pada tahun 2021 sampai sekarang.
Visi dan Misi merupakan suatu pedoman strategis yang menjabarkan pelaksanaan yang dijalankan Kelurahan Bukit Batrem dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan sebagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kelurahan Bukit Batrem
Untuk mendukung Visi Kota Dumai, Kelurahan Bukit Batrem mempunyai visi yang hendak di wujudkan yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik Melalui Pelayanan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan”
Dalam pencapaian visi yang sudah ditetapkan,harus adanya misi dalam pencapaiannya, adapun Misi Kantor Lurah Bukit Batrem:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas apparat kelurahan serta meningkatkan prima kepada masyarakat,
2. Mewujudkan aparat kelurahan yang baik, tekun, profesionalisme dalam menjalankan tugas yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,
3. Terwujudnya pemerintah yang baik (good government) dan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government),
4. Menampung aspirasi masyarakat, keinginan, kehendak melalui jalan musyawarah.
Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintah, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggarakannya manajemen pemerintah yang baik. 
	Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Bukit Batrem, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas public sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu trasnportasi dan partisipasi Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Bukit Batrem dengan pemberian Pelayanan yang Baik, Cepat, Efesien, dan Ramah kepada Masyarakat.  
Kelurahan Bukit Batrem merupakan kelurahan yang terletak di kecamatan Dumai Timur Kelurahan Bukit Batrem sebelumnya termasuk dalam satu Wilayah Kelurahan Jaya Mukti. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan Kelurahan Bukit Batrem termasuk dalam Wilayah Kecamatan Dumai Timur.  
Kelurahan Bukit Batrem merupakan salah satu Kelurahan yang berada di tengah-tengah Kota Dumai dengan luas ± 2,00 Km² dan batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jaya Mukti,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bagan Besar,
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Ayu.
Dengan jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel IV.4 sebagai berikut:
Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (jiwa)

	1
	Laki-laki
	5.888

	2
	Perempuan
	5.009

	Jumlah Total
	10.897

	Jumlah KK
	2.942


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk laki-laki berjumlah 5.888 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 5.009 jiwa, total keseluruhan penduduk Kelurahan Bukit Batrem berjumlah 10.897 Jiwa, dengan total Kepala Keluarga berjumlah 2.942 KK (Kartu Keluarga).
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Upaya mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur tidak terlepas dari peran aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komposisi aparatur sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.
1. Berdasarkan Jenis Kelamin
Setiap lembaga pemerintahan, termasuk Kelurahan Bukit Batrem, membutuhkan aparatur yang mampu bekerja sama dengan baik satu sama lain. Aparatur laki-laki maupun perempuan dituntut untuk berperan aktif sesuai keahlian dan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Komposisi aparatur Kelurahan Bukit Batrem berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini:
Tabel IV. 3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
pada Kantor Lurah Bukit Batrem 
	No
	Jenis Kelamin
	Klasifikasi Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	
	
	PNS
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	2
	1
	3
	30 

	2
	Perempuan
	6
	1
	7
	70

	
	Jumlah
	8
	2
	10
	100 


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai laki-laki berstatus PNS berjumlah 8 orang dan berstatus TKPK berjumlah 2 orang sehingga pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang (30%), sedangkan pegawai perempuan berstatus PNS berjumlah 6 orang, dan berstatus TKPK berjumlah 1 orang, sehingga pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang (70%). Dari hal ini dapat diketahui bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin perempuan, kecenderungan beban kerja lebih banyak pada pegawai laki-laki.
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan aparatur berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan program pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan, umumnya semakin baik pula kemampuan dan keterampilan kerja yang dimiliki. Komposisi aparatur Kelurahan Bukit Batrem berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.4 di bawah ini:
Tabel IV. 4
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Kantor Lurah Bukit Batrem
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	S 2
	–
	0

	2
	S 1
	5
	50

	3
	D 1
	–
	0

	4
	SMA / Sederajat
	5
	50

	Jumlah
	10
	100 %


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat diketahui keadaan dan komposisi pegawai pada kantor Lurah Bukit Batrem berdasarkan tingkat pendidikan tingkat Sarjana S2 0 orang (0%) Sarjana S1 berjumlah 5 orang (50%) Diploma sebanyak 0 orang (0%) dan diikuti pendidikan SMA/sederajat berjumlah 5 orang (50%)
3. Berdasarkan Golongan
Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur merupakan salah satu unit pemerintahan yang memiliki aparatur dengan struktur kepegawaian tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis memaparkan golongan aparatur Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur yang dapat dilihat pada tabel IV.5 di bawah ini:
Tabel IV.5
Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Kantor Lurah Bukit Batrem 
	No
	Golongan
	Jumlah (Orang)
	Persentase
(%)

	1
	Golongan III/a
	2
	25 

	2
	Golongan III/b
	1
	13 

	3
	Golongan III/c
	4
	50 

	4
	Golongan III/d
	1
	12 

	
	Jumlah
	8
	100 


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dijelaskan, bahwa pegawai golongan III/a berjumlah 2 orang (25%), pegawai golongan III/b berjumlah 1 orang (13%), III/c berjumlah 4 orang (50%) pegawai golongan III/d berjumlah 1 orang (12%) sedangkan untuk tenaga TKPK berjumlah 2 orang sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Kelurahan Bukit Batrem terutama dalam menjalankan tugas pokok pelayanan masyarakat.
4. Berdasarkan Status Kepegawaian
Dalam organisasi pemerintahan di Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, aparatur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Kelurahan (TKPK) yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta program pemberdayaan masyarakat. Adapun keadaan dan komposisi aparatur berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada pada tabel IV.6 di bawah ini:
Tabel IV.6
Keadaaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan
Status pada Kantor Lurah Bukit Batrem
	No
	Status Pegawai
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1.
	PNS
	8
	80 

	2.
	TKPK
	2
	20 

	
	Jumlah
	10
	100 


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat dijelaskan, bahwa pegawai yang berstatus PNS berjumlah 8 orang (80%) dan TKPK berjumlah 2 orang (20%), sehingga diketahui SDM pegawainya sudah baik. 
C. Struktur Organisasi pada Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka susunan organisasi Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai terdiri dari Lurah, Sekretaris, Kasi Pemerintah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Kesejahteraan Sosial, Pegawai Pelayanandan Tenaga Honorer. Berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Bukit Batrem:
Bagan IV.1
Struktur Organisasi
Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur 
Kota Dumai
LURAH




SEKRETARIS

KASI PEMERINTAHAN


KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL





Sumber data : Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, 2025
D. Tugas pokok dan fungsi pada Kantor Lurah Bukit Batrem Dumai Timur Kota Dumai
1.  Lurah
Lurah memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan lingkup tugasnya. 
2. Sekretaris Kelurahan 
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan perngolaan, pembinaan admininstrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan.
Uraian tugas-tugas Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
0. Menyusun rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah kelurahan;
0. Mengelola administrasi kerumah tanggan, tatalaksana dan tatausahaan pemerintah kelurahan;
0. Melaksanakn pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, swarana, dan prasarana, pemerintah kelurahan;
0. Menyiapkan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
0. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pemerintah kelurahan;
0.   Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai degan tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
0. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
0. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan; dan
0.  Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Kasi Pemerintahan
Kasi Pemerintahan memiliki tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalm negeri.
Uraian tugas Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
0. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan kerukunan kehidupan masyarakat
0. Mengelola dan melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
0. Melayani administrasi pertanahan;
0. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusun rencana dan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
0. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelengaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Pemilu;
0. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan kelurahan;
0. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaporan kegiatan harian Lurah;
0. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
0. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
0. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan;
0. Melakasanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RT;
0. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan Ketua RT;
0. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
0. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
0. Melaksanakan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan; dan
0. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain ynag sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi sarana dan prasarana, melakukan perencanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, dan lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kelurahan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan generasi muda dan pemberdayaan perempuan.  
Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
0. Melakukan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan umum dan;
0. Melakukan penyusunan program dan pembinanan usaha ekonomi masyarakat;
0. Menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan pemerintahan Kelurahan;
0. Melakukan koordinasi dalam hal perencanaan dam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan;
0. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk Menyusun perencanaan pembangunan;
0. Menyusun program dalam rangka pembinaan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
0. Menyusun program dalam rangka pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
0. Menyusun program dalam rangka penyelnggaraan lomba kelurahan;
0.  Menyusun bahan rumusan pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
0. Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansi lainnya;
0. Melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat;
0.  Melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan potensi pendapatan dan peningkatan perekonomian masyarakat;
0. Melaksanakan koordinasi pembangunan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan;
0.  Menyusun bahan rumusan pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perkonomian di wilayah kelurahan;
0. Melaksanakan  koordinasi pengembangan potensi pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan perangkat dan instansi lainnya;
0. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka bimbingan dan penyuluhan sosial;
0. Menyiapkan bahan penusunan program dalam rangka memajukan Kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
0. Meyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan Pendidikan umum dan agama;
0. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka memajukan olahraga dan kesenian;
0. Menyiapkan bahan dalam rangka membina Lembaga keagamaan dan sosial;
0. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan;
0. Menyiapkan bahan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
0. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
0. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kasi ketentraman dan ketertiban mempunyai membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian,pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan.
Uraian tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan penyusunan program dalam rangka keamanan dan ketertiban;
b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum pemerintahan kelurahan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan bahan fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah kelurahan, berperan serta dalam mengamankan pelaksaan Perda;
e. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
f. Melakukan koordinasi dan ikut berperan serta dalam mengamankan pelaksanaan Perda;
g. Melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perangkat daerah dan instansi lainnya;
i. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
l.  Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
m. Melaksanakan koordinasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kelurahan; dan 
n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
E. Sarana dan Prasarana Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kelurahan Bukit Batrem membutuhkan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kegiatan administrasi dan manajemen perkantoran. Adapun sarana dan prasarana kerja pada Kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 7
Sarana Kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sarana 
	Jumlah
(Unit)
	
	Kondisi

	
	
	
	Satuan
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1
	Komputer
	4
	Unit
	2
	2
	-

	2
	AC
	3
	Unit
	3
	-
	-

	3
	Lemari Biasa
	4
	Buah
	4
	-
	-

	4
	Lemari Arsip
	1
	Buah
	1
	-
	-

	5
	Kursi
	20
	Buah
	20
	-
	-

	6
	Meja
	12
	Buah
	12
	-
	-

	7
	Papan Struktur Kelurahan
	1
	Buah
	1 
	-
	-

	8
	Kipas Angin
	9
	Unit
	9
	-
	-

	9
	Printer
	2
	Unit
	1
	-  
	1

	10
	Kursi untuk rapat
	1 set
	Buah
	1 set
	-
	-


Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
	Berdasarkan Tabel IV.7 Sarana yang tersedia pada Kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai terdiri dari 4 unit komputer dengan keadaan baik , 3 unit AC dengan keadaan baik , 4 buah lemari biasa dengan keadaan baik , 1 buah lemari arsip dengan keadaan baik , 20 buah kursi , 12 buah meja , 1 buah papan struktur kelurahan , 9 unit kipas angin , 2 unit printer dalam keadaan 1 baik 1 rusak berat , 1 set kursi untuk rapat.
Tabel IV. 8
Prasarana Kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Prasarana
	Jumlah
(Unit)
	Kondisi

	
	
	
	Baik
(Unit)
	Rusak Ringan
(Unit)
	Rusak Berat
(Unit)

	1
	Gedung Kelurahan Bukit Batrem
	1
	1
	-
	-

	2
	Lapangan Kelurahan Bukit Batrem
	1
	1
	-
	-

	3
	Aula Kelurahan Bukit Batrem
	1
	1
	-
	-

	4
	Ruang Tunggu Kelurahan Bukit Batrem
	1
	1
	-
	-

	5
	Toilet Kelurahan Bukit Batrem
	2
	2
	-
	-

	6
	Area Parkir Kelurahan Bukit Batrem
	1
	1
	-
	-

	7
	Motor Roda Tiga ( Kaisar)
	4
	3
	1
	-


[bookmark: _Hlk75786253]Sumber Data: Kantor Lurah Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.8 Prasarana yang tersedia pada Kantor Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai terdiri dari , 1 gedung kelurahan, 1 lapangan Kelurahan Bukit Batrem dalam keadaan baik 1 unit , 1 aula Kelurahan Bukit Batrem dalam keadaan baik 1 unit ,  2 unit toilet Kelurahan Bukit Batrem dalam keadaan baik , Area Parkir dalam keadaan baik 1 unit , motor roda tiga (kaisar) dalam keadaan baik 3 unit serta rusak ringan 1 unit.


BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam bab ini akan dianalisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori yang relevan untuk menjawab atas permasalahan yang telah dikemukan pada  Bab I.
Pemberdayaan masyarakat diukur melalui berbagai program yang dilaksanakan di kelurahan, meliputi aspek bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina lembaga. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, dapat dilihat dari variabel penelitian. Adapun variabel penelitian tersebut akan dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut:
1. Bina Manusia
Yang dimaksud dengan bina manusia dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem adalah adanya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kemandirian, adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan kelurahan, dan adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan. Untuk mengetahui pelaksanaan Bina Manusia dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kemandirian
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya usaha pemerintah Kelurahan Bukit Batrem untuk meningkatkan potensi dan kemampuan masyarakat melalui kegiatan pembinaan atau pelatihan, sehingga masyarakat dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan kelurahan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat Kelurahan Bukit Batrem dalam mengikuti dan mendukung program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kelurahan. Partisipasi ini mencakup keikutsertaan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, baik dengan memberikan tenaga, ide, maupun sumber daya lainnya, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.
c. Adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berkala, agar mereka lebih siap dan paham dalam menjalankan program-program masyarakat.
Tabel. V.1
Tanggapan Responden Mengenai Bina Manusia pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Skor

	
	
	Jenis
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kemandirian
	Frek
	14
	31
	2
	47

	
	
	Skor
	42
	62
	2
	106

	2
	Adanya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan kelurahan
	Frek
	12
	34
	1
	47

	
	
	Skor
	36
	68
	1
	105

	3
	
Adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader-kader organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan

	Frek
	16
	30
	1
	47

	
	
	Skor
	48
	60
	1
	109

	Jumlah
	Frek
	42
	95
	4
	141

	
	
	30%
	67%
	3%
	100%

	
	Skor
	126
	190
	4
	320


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel  V.1 di atas dapat dilihat, tanggapan responden untuk indikator Bina Manusia pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur yang diukur melalui tiga sub indikator yaitu adanya pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kemandirian di peroleh total skor sebanyak 106, sub indikator kedua memperoleh skor 105, dan untuk sub indikator ketiga memperoleh skor 109. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperolah total skor untuk Bina Manusia ialah 320 skor ini berada pada kategori Cukup Baik.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekunsi skor dan persentase terkait responden tentang indikator Bina Manusia dalam bentuk Diagram Pie V.1 sebagai berikut:
Diagram Pie V.1
Tanggapan Responden Tentang Indikator Bina Manusia

Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Diagram Pie V.1 menunjukkan tanggapan responden tentang Bina Manusia jumlah frekuensi Baik memiliki jumlah skor 126 dari total responden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan hasil persentase (30%) dikategori Cukup Baik dengan jumlah skor 190 didapatkan dari responden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan persentase (67%) dan kategori Tidak Baik dengan skor 4 dari total responden sebanyak 47 dan mendapatkan persentase (3%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban Responden untuk Indikator Bina Manusia pada Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini: 320
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Berdasarkan garis kontinum diatas, dilihat dari tanggapan Responden sebanyak 47 orang dalam menanggapi indikator Bina Manusia pada analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dikatakan Cukup Baik karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebanyak 320 berada pada interval 236 – 329 dengan kategori Cukup Baik.
2. Bina Usaha
Yang dimaksud dengan bina usaha dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem adalah adanya pelatihan dan pembinaan usaha bagi UMKM masyarakat kelurahan, adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan adanya dukungan permodalan usaha melalui Usaha Ekonomi Kelurahan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat Kelurahan Bukit Batrem.Untuk mengetahui pelaksanaan Bina Usaha dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui beberapa sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya pelatihan dan pembinaan usaha bagi UMKM masyarakat kelurahan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kelurahan maupun lembaga terkait untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Pelatihan ini mencakup aspek manajemen usaha, produksi, pemasaran, serta inovasi produk agar usaha masyarakat lebih berkembang di Kelurahan Bukit Batrem, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil atau mikro secara mandiri, baik dari segi perencanaan, pengelolaan modal, produksi, maupun pemasaran. kemampuan ini tercermin dari upaya masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.   
c. Adanya dukungan permodalan usaha melalui Usaha Ekonomi Kelurahan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah ketersediaan akses permodalan bagi masyarakat melalui Usaha Ekonomi Kelurahan atau lembaga keuangan lain seperti koperasi, bank, atau lembaga pembiayaan yang dapat membantu masyarakat memulai atau mengembangkan usaha.
Tabel V.2
Tanggapan Responden Tentang Bina Usaha pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Skor

	
	
	Jenis
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya pelatihan dan pembinaan usaha bagi UMKM masyarakat kelurahan
	Frek
	23
	23
	1
	47

	
	
	Skor
	69
	46
	1
	116

	2
	Adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga
	Frek
	21
	24
	2
	47

	
	
	Skor
	63
	48
	2
	113

	3
	
Adanya dukungan permodalan usaha melalui Usaha Ekonomi Kelurahan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat

	Frek
	25
	21
	1
	47

	
	
	Skor
	75
	42
	1
	118

	Jumlah
	Frek
	69
	68
	4
	141

	
	
	49%
	48%
	3%
	100%

	
	Skor
	207
	136
	4
	347


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 di atas, diketahui dari tiga sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebesar 116, sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 113, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 118. Berdasarkan jumlah ketiga sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperolah total skor untuk Bina Usaha ialah 347 skor ini berada pada kategori Baik.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan persentase terkait jawaban responden tentang indikator Bina Usaha dalam bentuk Diagram yang disajikan oleh penulis pada Diagram Pie V.2 sebagai berikut:
Diagram Pie V.2
Tanggapan Responden Tentang Indikator Bina Usaha

Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Diagram Pie V.2 menunjukkan tanggapan responden tentang indikator Bina Usaha pada analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, jumlah Frekuensi Baik memiliki jumlah skor 207 dari total responden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan hasil persentase (49%), dikategori Cukup Baik dengan jumlah skor 136 didapatkan dari respoden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan persentase (48%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 4 dari total responden sebanyak 47 dan mendapatkan persentase (3%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Bina Usaha pada analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini:
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Berdasarkan garis kontinum diatas, dilihat dari tanggapan Responden sebanyak 47 orang dalam menanggapi indikator Bina Usaha dalam analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dikatakan Baik karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 347 berada pada interval 329 – 423 dengan kategori Baik.
3. Bina Lingkungan 
Yang dimaksud dengan bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem adalah upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan Kelurahan Bukit Batrem, adanya pelaksanaan kegiatan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam melestarikan dan memelihara lingkungan, serta adanya penyediaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan seperti TPS, angkutan sampah dan pemeliharaan jalan yang  memadai untuk kebutuhan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem. Untuk mengetahui pelaksanaan Bina Lingkungan dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui beberapa sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kelurahan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih.
b. Adanya kegiatan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam melestarikan dan memelihara lingkungan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya keterlibatan aktif pemerintah kelurahan bersama masyarakat dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatannya dapat berupa penghijauan, pembersihan sungai atau drainase, penataan taman, pengelolaan sampah, maupun pemeliharaan fasilitas umum di seluruh wilayah RT.
c. Adanya penyediaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan seperti TPS, angkutan sampah dan pemeliharaan jalan yang memadai untuk kebutuhan masyarakat
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah ketersediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), layanan angkutan sampah, dan pemeliharaan jalan, yang dilaksanakan secara teratur dan sesuai standar. Tujuannya adalah untuk mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat dalam jangka panjang
Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Bina Lingkungan pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Skor

	
	
	Jenis
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kelurahan
	Frek
	24
	23
	0
	47

	
	
	Skor
	72
	46
	0
	118

	2
	Adanya kegiatan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam melestarikan dan memelihara lingkungan
	Frek
	27
	20
	0
	47

	
	
	Skor
	81
	40
	0
	121

	3
	
Adanya penyediaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan seperti TPS, angkutan sampah dan pemeliharaan jalan yang  memadai untuk kebutuhan masyarakat
	Frek
	23
	24
	0
	47

	
	
	Skor
	69
	48
	0
	117

	Jumlah
	Frek
	74
	67
	0
	141

	
	
	52%
	48%
	0%
	100%

	
	Skor
	222
	134
	0
	356


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.3 di atas, dketahui dari tiga sub indikator diperoeh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 118, sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 121, dan untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 117. Berdasarkan dari hasil ketiga sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Bina  Lingkungan sebesar 356
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan persentase terkait jawaban responden tentag indikator Bina Lingkungan dalam bentuk Diagram yang disajikan oleh penulis pada Diagram Pie V.3 sebagai berikut:
Diagram Pie V.3
Tanggapan Responden Tentang Indikator Bina Lingkungan

 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Diagram Pie V.3  menunjukkan tanggapan responden tentang Bina Lingkungan dalam analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur,  jumlah frekuensi kategori Baik memiliki skor dengan jumlah skor 222 dari total responden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan persentase (52%), kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 134 didapatkan dari respoden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan persentase (48%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 0 dari total responden sebanyak 47 menjawab dan mendapatkan hasil persentase (0%)
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban Responden untuk Indikator Bina Lingkungan dalam analisis permberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:356
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Berdasarkan garis kontinum di atas, dilihat dari tanggapan Responden sebanyak 47 orang dalam menanggapi indikator Bina Lingkungan dalam analisis permberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dikatakan Baik, karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 356 dan berada pada interval 330 – 423 dengan kategori Baik.
4. Bina Kelembagaan
Yang dimaksud dengan bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bukit Batrem adalah adanya kejelasan tugas, fungsi, dan kompetensi anggota lembaga masyarakat dalam melaksanakan peran kelembagaan, adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, dan adanya aktivitas dan keberfungsian lembaga kemasyarakatan di kelurahan secara optimal. Untuk mengetahui pelaksanaan Bina Lembaga dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui beberapa sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya kejelasan tugas, fungsi, dan kompetensi anggota lembaga masyarakat dalam melaksanakan peran kelembagaan
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya pemahaman yang jelas mengenai tugas, fungsi, serta kompetensi masing-masing anggota lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peran. Di Kelurahan Bukit Batrem, kejelasan ini penting agar setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawab sesuai bidangnya dan mendukung efektivitas kegiatan kelembagaan.
b. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah adanya hubungan kerja sama yang terbangun antar lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat. Di Kelurahan Bukit Batrem, koordinasi yang terjalin diharapkan mampu memperkuat efektivitas kegiatan, meminimalisir kesenjangan pelaksanaan, serta meningkatkan manfaat program bagi masyarakat secara menyeluruh. 
c. Adanya aktivitas dan keberfungsian lembaga kemasyarakatan di kelurahan secara optimal
Yang dimaksud dengan indikator ini adalah berfungsinya lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan perannya. Di Kelurahan Bukit Batrem, keberfungsian ini seharusnya tercermin dari keterlibatan aktif lembaga dalam berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan sosial, maupun program pemberdayaan masyarakat.
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Bina Kelembagaan pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Skor

	
	
	Jenis
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya kejelasan tugas, fungsi, dan kompetensi anggota lembaga masyarakat dalam melaksanakan peran kelembagaan
	Frek
	17
	28
	2
	47

	
	
	Skor
	51
	56
	2
	109

	2
	Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat
	Frek
	14
	31
	2
	47

	
	
	Skor
	42
	62
	2
	106

	3
	
Adanya aktivitas dan keberfungsian lembaga kemasyarakatan di kelurahan secara optimal
	Frek
	8
	37
	2
	47

	
	
	Skor
	24
	74
	2
	100

	Jumlah
	Frek
	39
	96
	6
	141

	
	
	28%
	68%
	4%
	100%

	
	Skor
	117
	192
	6
	315


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.4 di atas, dketahui dari tiga sub indikator diperoeh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 109, sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 106, dan sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 100. Berdasarkan dari hasil ketiga sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Bina  Kelembagaan sebesar 315.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan persentase terkait jawaban responden tentang indikator Bina Kelembagaan dalam bentuk Diagram yang disajikan oleh penulis pada Diagram Pie V.4 sebagai berikut:
Diagram Pie V.4
Tanggapan Responden Tentang Indikator Bina Kelembagaan

Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Diagram Pie V.4  menunjukkan tanggapan tentang Bina Kelembagaan dalam analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur,  jumlah frekuensi kategori Baik memiliki skor dengan jumlah skor 117 dari total responden sebanyak 47 yang menjawab dan mendapatkan persentase (28%), Kategori Cukup Baik dengan jumlah skor 192 dari total persentase (68%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah skor 6 dari total responden sebanyak 47 menjawab dan mendapatkan hasil persentase (4%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk Indikator Bina Kelembagaan dalam analisis permberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:315
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Berdasarkan garis kontinum di atas, dilihat dari tanggapan Responden sebanyak 47 orang dalam menanggapi indikator Bina Kelembagaan dalam analisis permberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dikatakan Cukup Baik, karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 315 dan berada pada interval 236 – 423 dengan kategori Cukup Baik.
Setelah mengetahui secara jelas mengenai analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur baik dari segi bina manusia, bina usaha, bisa lingkungan dan bina kelembagaan, maka penulis dapat membuat rekapitulasi terhadap analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur.
Selanjutnya secara keseluruhan analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur melalui empat indikator dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:
Tabel V.5
Rekapitulasi Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
	No
	Sub Indikator
	F/S
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	BINA MANUSIA
	Frek
	42
	95
	4
	141

	
	
	Skor
	126
	190
	4
	320

	2
	BINA USAHA
	Frek
	69
	68
	4
	141

	
	
	Skor
	207
	136
	4
	347

	3
	BINA LINGKUNGAN
	Frek
	74
	67
	0
	141

	
	
	Skor
	222
	134
	0
	356

	4
	BINA KELEMBAGAAN
	Frek
	39
	96
	6
	141

	
	
	Skor
	117
	192
	6
	315

	Jumlah
	Frek
	224
	326
	14
	564

	
	%
	40%
	58%
	2%
	100%

	
	Skor
	672
	652
	14
	1338


 Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan tabel V.5 di atas, dapat diketahui bahwa dari 47 responden telah memberikan tanggapannya terhadap Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur. Dari empat indikator yakni Bina Manusia memperoleh skor 320, Bina Usaha memperoleh skor 347, Bina Lingkungan memperoleh skor 356, dan Bina Kelembagaan memperoleh skor 315. Dengan demikian selanjutnnya dilakukan penjumlahan dari masing-masing skor indikator maka diperoleh skor sebesar 1.338
Selanjutnya, penulis menyajikan data presentase terkait jumlah keseluruhan jawaban responden tentang keempat indikator yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan dalam bentuk Diagram Pie V.5 sebagai berikut:
Diagram Pie V.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur

Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan, Tahun 2025
Berdasarkan Diagram Pie V.5  tanggapan responden tentang keseluruhan indikator Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat pada Keluruhan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dinyatakan pada kategori Baik, kenyataan ini diperoleh dari keseluruhan responden yang berjumlah 47, memberikan tanggapan Baik dengan hasil presentase sebesar (40%),sedangkan yang menyatakan kategori Cukup Baik sebesar  (58%) dan yang menyatakan Tidak Baik sebesar (2%).
Dari uraian penjelasan diagram yang diperoleh atas seluruh jawaban responden untuk seluruh indikator dalam analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, peneliti juga menjelaskan skor tersebut dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut ini: 1.338
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Berdasarkan garis kontinum yang ditampilkan di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden sebanyak 47 orang, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dapat dikatakan (Baik) karena skor yang diperoleh dari tanggapan responden sebesar 1.338 yang berada pada garis kontinum interval 1.317 – 1.692 dinyatakan dengan kategori Baik.
B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarkat Pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur
Setelah melakukan penelitian mengenai analisis pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung pada Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut:
a. Adanya pengembangan bina usaha di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, dimana hal ini juga dapat dilihat melalui adanya pelatihan dan pembinaan usaha bagi UMKM masyarakat kelurahan. Selain itu, adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha kecil/mikro yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, dan adanya dukungan permodalan usaha pemerintah kelurahan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat.
b. Adanya pengembangan bina lingkungan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dapat dilihat dengan adanya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan kelurahan, serta adanya kegiatan gotong royong dan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat dalam melestarikan dan memelihara lingkungan, hal ini juga di dukung oleh adanya penyediaan dan pengelolaan fasilitas lingkungan seperti TPS, angkutan sampah dan pemeliharaan jalan yang  memadai untuk kebutuhan masyarakat
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat pada Pemberdayaan Masyarakat pada kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur sebagai berikut:
a. Masih kurangnya pengembangan Bina Manusia di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari belum optimalnya upaya dalam mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat yang sebenarnya dapat merangsang tumbuhnya kemandirian. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan pihak kelurahan juga masih rendah, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi kader organisasi kemasyarakatan masih terbatas, sehingga kompetensi dan keterampilan kader belum berkembang secara berkesinambungan untuk mendukung keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
b. Masih kurangnya pengembangan bina kelembagaan di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dalam pemberdayaan masyarakat. Dimana hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya aktivitas dan keberfungsian lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Beberapa lembaga seperti Karang Taruna dan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) tidak lagi aktif menjalankan program, sehingga perannya dalam mendukung kegiatan pemberdayaan menjadi sangat terbatas. Minimnya kegiatan kelembagaan menyebabkan koordinasi antar organisasi masyarakat tidak berjalan dengan baik, dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang diselenggarakan pemerintah kelurahan.


BAB VI

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian analisa yang telah penulis lakukan mengenai analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan temuan penelitian.
A. Kesimpulan
1. Analisis pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dapat dilihat dari empat indikator yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Berdasarkan keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dikategorikan Baik kenyataan ini terbukti dari hasil rekapitulasi akhir diperoleh total skor sebanyak 1.338 dengan persentase yang berada pada interval 1.317 – 1.692 dengan kategori Baik. 
2. Adapun faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur yaitu adanya pengembangan bina lingkungan dan pengembangan bina usaha. Sementara faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur kurangnya pengembangan bina manusia dan masih kurangnya pengembangan bina kelembagaan.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan berikut adalah beberapa saran untuk Kelurahan Bukit Batrem kecamatan Dumai Timur.
1. Disarankan kepada Lurah Kelurahan Bukit Batrem untuk lebih meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pada aspek bina manusia dengan mendorong partisipasi dalam setiap program kelurahan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan keterampilan, serta pembinaan berkesinambungan agar masyarakat lebih termotivasi dan mampu mengembangkan potensi diri. Peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap juga penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi mampu menjadi subjek yang aktif menciptakan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
2. Disarankan kepada Lurah Kelurahan Bukit Batrem untuk memperkuat aspek bina kelembagaan dengan meningkatkan aktivitas dan fungsi lembaga kemasyarakatan secara optimal. Lurah diharapkan mendorong lembaga yang pasif agar kembali aktif, memperjelas tugas dan fungsi, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam program pemberdayaan. Revitalisasi Karang Taruna, LPMK, dan UEK penting agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kelembagaan yang solid, program pemberdayaan akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
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